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ABSTRAK

Prapenuntutan adalah wewenang yang dimiliki oleh Jaksa dalam menyelesaikan
perkara pidana sehagaimana yang ditemukan dalam Pasal 14 buruf b Kitab Undeng-
undeng Hukum Acara Fidana (KUHAP), dimana dalam melakukan prapenuntutan Jaksa
melakukan penelitian terhadap berkas perkara vang dikivimkan oleh penyidik kepada
penuntut umum untuk meneliti kelengkapan berkas perkara baik i kelengkapan formil
maupun kelengkupan materil, Sehingea berkos perkara ini yang telah ditehiti dapat sepera
diajukan dipersidangan sebagai objek yang akan diuji dalam pemeriksaan persidangan
pengadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan, Permasalahan dalam tulisan ini adalah
1) bagaimanakah prosedur penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut
umum di Kejaksaan Negen Payokumbuh, b) bagaimanakah pelaksanaan prapenuntutan
vang dilakukan oleh Jaksa Penunwt Umum di Kejaksaan MNeger Payakumbuh, c)
kendala-kendala yang ditemui oleh Jaksa Penuntut Umum  dalam  pelaksanaan
prapenuntutan di Kejaksaan Megeri Payakumbuh. Penelitian ini mengpunakan metode
pendekatun  yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa, a) Apabila penyidik berpendapat bahwa penyidikan telah sclesai
maka penyidik menycrahkan berkas perkara rangkap dua, penyemhan berkas perkara
tersebut disertai denpan Berita Acara penverahan yang ditanda tangani olch penyidik dan
jaksa penuntut umum. Maka semenjak saat it wnppung jawab penyelesaiannya sudah
beralih dari penyidik kepada penuntut umum dan sudah beralih dari tzhap penyidikan
menjadi tahap prapenuntutan. b) Jakss Penuntnt Umum melakukan penelitian mengena
kelengkapan syarat formil dan syarat materil dari berkas peckara, apabila hasil penyidikan
sudah optimal tetapi secara materil belum terpenuhi, maka berkas dikembalikan pada
penvidik untuk diadakan pemeriksean tambahan dengan disentai petunjuk-petunjuk untuk
melengkapi berkas perkara. ¢} Kendala yang ditemui dilam pelaksanaan prapenuntuian
saleh satunya adalah adanva keterlambatan pengiriman berkas perkara dari penyidik
kepeda penuntut umuem, Akhimya disimpulkan masih banysk hal-hal yang perlu
diperbaiki pada pelaksanaan prapenuntuan, diharzpkan di masa depan adanya prinsip
kerjosama antara penyidik dan penuntut umum yang dilakukan atas dasar pencgakan
nukum dengan mengedepankan profesionalisme masing-masing demi terciptanya sistem
seraditan pidana vang mampu membawa penegakaen dan keadilan dalam masyarakat.



BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunen, pembaharuan dan pembingan sistem hukem Indonesia
vang bersifat nasional harus diikuti dengan pembangunan, pembaharuan  atsw
pembinaan substansi dan sistem hukumnya, dikehendaki adonva suatu hukum acara
pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masvarakst dewasa ini sesuai dan
sclaras dengan Pancasila dan Undang-Undsng Dasar 1945, Hukum acar pidans
berkaitan erat denpan adanya  hukum  pidana, kedus-dusnya merupakan satu
rangkaian peraturan-peraturan  yang memual hagaimana  alat-alal perlengkapan
negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujusn

negara mengadakan hukum pidana.

Kelahiran Kiab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun
1981 dengan Undang-undang Mo, & Tahun 1981, No. 76 TLN No. 3209, KUHAP
sehagai pengganti hukum acara pidana HIR, membawa angin baru vang merupakan
bentuk formal dari usaha manusia Indonesia mengubah wajah hukum acara menjadi
lebih  berprikemanusiazn. Dua kepentingan dipadukan dan disclaraskan, yakni
kepentingen tersangkaferdakwa sebagai individu dengan perlindungan hak-hak asasi
manusiz dan kepentingan  masyarakal atau wmum dengan melindungi  pada

ketentraman dan bebas dari gangeuan kejahatan bagi semua warga masyarakat.

' Mr. Martiman Prodjobamidjojo, 2002, Teorl dan Tebaik Membuat Sural Dakweaan, Indonssia:
Cifhizliz Indonesia, hal 9



Malam sistem peradilan peranan kejaksasn sanpoet sentral karena kejaksaan
merupakan lembaga vang menentukan apakah  seseorang harus diperiksa olch
pengadilan atau tidak. Jaksa juga vang menentukan apakah seorang tersangka akan
dijatuhi hukuman atau tidak melalei koalitas surat dakwaasn dan wnioten yang di
buat. Hubungan kepolisian dan kejaksaan dalam rangka pencgskan hukum dimulai
dengan tahap prapenuntutan, Tahap ini dimulai saat penuntut umum menerima berkas
perkara dan pcnyidik.z Apabile jaksa telah menerima dan meneliti berkas dari
penyidik dan apshila jaksa berpendapat hahwa hasil penyidikan ini disnggep belum
lengkap dan sempurna, sekiranya masih ada yang yang perlu diperbaiki berita
searanyd, maka joksa akan mengirimkan kembali kepada penyidik berkas yang
bersangkutan dengan schush nota dan dengan  pewnjuk-petunjuk  perbaiken.
Misalnva, Gdek dilampirkan visum et repertum, alat hukti untuk melskekan tindak
pidana tidek disemakan, atau salah satw unsur tndak pidana kumng jelas dan
mendalam dalam penyidikan. ltu sebabnya, seandainya penuntut umum berpendapat
pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan,
berkas dikembalikan kepada penvidik untuk menambah dan menvempurnakan

penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntul wrmum,”

Hal ini membawa konsekuensi fogis, waile merupakan kewajibaon
mutlgk bagi penuntut umum untuk senantiasa mengikuti perkembangan  setiap

pemeriksann yang dilakukan penyidik dalam hal seorang disangka melakukan tndak

RA. Surachman dan Andi Hamzah, Jobsa Diberbapal Negara Peranor dan Kedieduban,
Semarang: Sinar Grafiko, hal i3
* M, Yahya Harahap, 2000, Pembafasan Pormamaiafan dan Pererapan KUTAF Fakarta: Sinar
Girnfika, hal 333



pidana dengan twjuan untuk menghasilkan hasil yang maksimal dalam penuntutan.
Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat bahwa pemeriksaaan penyidiken tefah
selesai dan sempuma, secepatnya harus mengirimkan berkas perkata hasil penyidikan
kepada penuntut umum™." Akan tetapi didalam pengiriman berkas perkara, penyvidik
harusleh menyesuaikan pemberkasan perkara denpgan ketentuan pasal undang-undang
yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksasn penyidikan seperti yang

ditentukan dalam Pasal 121 KTITHAP.

Titik berat prapenuntutan ditujukan kepada berkas peckara kurena, berkas
perkara inilah vang akan diajuken dipersidangan schagai objek vang akan di uji
dalem pemenksasn persidangan pengadilan untek mencar kebenaran dan keadilan
sejavh mana dapat dibuktikan dakwaan penuntut umem, den berkas perkara ini
berfungsi bagi terdakwa untuk hshan pembelaannya dalam pemeriksasn persidangan
makie, penuntul umum hares cermat dan benar-benar harus menguasai unsur-unsur
apa yang diperlukan dalam setiap kasus yang Ji muat dalam berkas perkara karena
prapenuntutan inilah yang akan memberikan warma kepada tindakan penuntutan, hasil
prapenuniuanlah yang member arsh dan wama kepada : bentuk surat-surat dekwann,
materi surat dakwaan, ketentuan-ketentuan pidsna yang akan diterapkan dan sangat

menentukan juga bagi surat tuntutan dan turdutan hukuman,”

Akan tetapi banyak juga terdapat berkas perkama yang dalam prakteknya

mengalami pemeriksaan yang balak-balik dari penyidik kepada penuntut umum yang

: M. Yahva Harzhap, 1988, Pembakaran Permavalchan dan Pererapan KUHP 0 T Takarta:
Pusiaka Kartin, hal 373
Oantan Sieanjuitak, 1999, Tekeit Pongnactan dan Upaya Hidkier, Jakara: hal 23
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akan memperlambatl proses peradilan, sebagai mana kasus pembobolan Bank BNI
vang merugikan negara Bp L7 mmiliun pada November 2003, Adran Herling
Waworuntu salah seorang tersangkanva mulai disidik oleh pihak penvidik, beckas
perkara Adrian telsh dilimpahkan kepada penuntut umum aksn tetapi mengalami
bolak-halik berkas perkara dan Gedung Kejaksaan Tinggi Jaksra ke Markas Besar
Polisi sampai enam kali. Pada Maret 2004, beckas perkara Adran dinyatakan P-21
atau lengkap. Tapi Adnan yang sempat di tahan oleh pibak kepolisian terlanjur
dilepaskan  dengan alasan  masa  penahanan 120 harinys  telah  habis.”
Kekursngsempumaan  pemeriksaan penyidikan dan pengembalian berkas untuk
menambah pemeriksaan penyidikan, akan membawa akibat vang kurang baik bagi
nama instansi penyidik sendiri. Karena dalam kontcks hubungan penyidik dan
penuntut umum, beda penafsiran yang kerap lerjadi diantzra mereka seringkali
berakibat bolak-baliknva berkas perkarma, sehingga masyarakat akan menilainya
kurang mampu atau cara keganya kurang dapat dipertanggungjawabkan, Oleh karena
itu, apabila senng terjadi pengembalian berkas oleh pihak penuntut wmum kepada
penyidik, skan mempengaruhi kepercavaan masyarakat kepada instansi penyidik.’
Hal ini bertentongan denpan kepentingan lersangka serta berlawanan dengan prinsip

peradilan yang cepat, tepat dan iava ringan.

Berdasarkan wrian tersebul diatas, maka penulis tertarik mengksji secem

lebih mendalam tentang pelaksanaan prapenuntulan oleh Jaksa Penuntuet Umuem di

Tehipe S ot e conm, Mesangral Bolak-Hallk Perkar, dinkzes jam 2100 WIE tangena] 2
September 2000
" M Yahya Tarahap, Boc O




koejaksasn Negen Payakumbuh. serts menuangkanva dalam bentuk karya ilmiah yang
berjudul  © “Pelaksanaan Prapenuntutan oleh Jakss Penuntul Umupm  di
Kejaksaan Negeri Payakumbuh™
B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, penulis mengajukan perumusan masalah vang
akan dicart jawabanva dalam penelitian ini, antara lain -
I. Bagaimana prosedur penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada
penuntut umum?
2. Bagaimaznakah pelaksanaan prapenuntutan vang dilakukan oleh Jaksa
Penuntut Llmum?
3. Kendala-kendala vang ditemui oleb Jaksa Penuntut Umum dalam

pelaksanaan prapenuntutan?

C.Tujuan Penulisan

secare keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk ;
|. Unuk mengetahui bagaimanakah prosedur penyershan berkas perkara dari

penyidik kepada penuntut umum di Kejakszan Negeri Payakumbuh,

b

Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanzan prapenuntutan yang dilakukan
oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksasn Negeri Favakumbuh.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala spa saja yang ditermui oleh Jaksa Penuntut

Umum dalam pelaksanaan prapenuntutan di Kejaksaan Megeri Payakumbuh,



BAB IV

FENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan

sehagal berikut ;

[
H

Prosedur yang teqadi dalam penyershan beckas perkara dari penyidik
kepada penuntut umum di Kejoksaan Negerl Payakumbuh yaitu setelah
penyidik berpendapat bahwa penvidikan setelsh sclesai maka penyidik
menyerahkan berkas perkara mngkap dua pada penuntut umum vang mana
satu rangkap berkas perkara nantinya unwk dilimpahkan ke pengadilan
dan saw rangkap lagi untuk jaksa wang telah ditunjuk aleh kepala
kejaksaan negeri untuk mencliti perkara tersebut dengan diterbitkannya
formulic P-16 { Surat perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umom untuk
menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Umum), Penyeraban berkas porkar
tersebut disertai dengan Berita acara penyerahan yang ditanda tangani aleh
penyidik dan jaksa penuntut umum, Maka semenjak saat it langoung
Jawab penyelesaiannya sudah bemlih dari penyidik kepada penuntut
umum dan  sudsh  beralih  dari tahap  penvidikan  menjadi tahap
prapenuntutan.

Pelaksanazn prapenuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntst Umim yang
mana laksa FPenunut Umum melakukan penelitian terhadap  berkas
perkara yang telah disemmhkan oleh penvidik, Jaksa Penuntat Umum

melakukan penelitian terhadap kelenpgkapan syarat formil dan syarat

Gl



materil dan berkas perkara, Setelah berkas diteliti oleh Jaksa Penuntut
Umum  dan  tenfapst kekurang pada berkas perkara dimana  hasil
penyidikan sudah optimal tetapi sccara materil belum terpenuhi, maka
berkas  dikembaliken pada  penvidik ontuk  diadakan  pemeriksaan
tambahan dengan disertal petunjuk-petunjuk ontuk melengkapi berkas
perkara. Apabila menumt  pendapat  Jaksa  Penunoet Umum  hasil
penyidikan sudah lengkap, maka perlu dilanjutkan penyerahan tanggung
Jjawab atas tersangka dan barang bukti, untuk segera menentukan apakah
perkara  itw sudzh memenuhi persyaratan untuk  dapat  atae  tidak
dilimpahkan ke Pengadilan {Pasal |39 KUHAP),

Kendala yang diternui dalam peloksanasn prapenuntutan adalah adanya
keterlambatan pengiriman berkas perkara dari penvidik kepada penuntet
umum. adanya pengiriman berkas perkara dari penvidik kepada peauntut
umum  yang bersamaan dengan permintaan perpanjangan  penzhanan,
adanya berkas perkam yang tidak dikembalikan lagi oleh penvidik kepada
penuntut wumum yang mengakibatkan tergadinya penunggakan perkara,
bolak-haliknva berkas perkara dan penyidik kepada penuntut umum yang
dapat menyebabkan tersangka bisa lepas dan bebas demi hukum dan tidak
ada upaya paksa vang mengharuskan penyidik harus menpembalikan

berkas perkara kepada penyidik.
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